
SALINAN

BUPATISRAGEN
PROVII{SI JAWA TEITGAH

TENTANG

PEMELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

a. bahwa Ikbupaten Sragen memiLiki kawasan wisata yang
sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata buatan,
wisata budaya, geo wisata, wana wisata, w.isata tirta, wisata
religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan yang
pengembangannya perlu diarahkan dalam rargka mewujudkan
kemakmuran da-n kesejahteraan rakyat, mendorong
pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat,
dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan
lokal, nasional dan global;

b. bahwa dalam rangka meningkat]<an pelayanan guna keteniban
dan kemudahal pembinaan Kepariwisataan, menciptakan
suasana usaha pariwisata yang memperhatikar nilai-nilai
agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai vang
hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan
Kepari$.isataan di Kabupaten Sragen dalam pelaksanaannya
perlu dilakukan pembinaan, pengawasal dan pengendalian;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf d dan
Pasal 30 hurul d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah Daerah
berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan
Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi
berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakaa
pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha
pariwisata serta mengatur penyelenggaiaan dan pengelolaan
Kepariwisataan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang penyelenggaraal Kepariwisataan:

l

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2018



Mengingat
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l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus
1950);

3. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (t.€mbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun
2009 Nomor ll, Tambahan L€mbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentarg Hukum Acara
Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3274);

5. Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentarg Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l€mbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O11 tentang Rencara
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-
2025 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 105, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 531 1);

9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(kmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
190);

lO. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2Ol4 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14O);



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan

BUPATI SRAGEN

Dengan Persetujuan Bersama

MEMUTTJSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH
KEPARIWISATAAN-

TENTANC PENYELENGCARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa.l 1

Dalam Peraturar Daerah ini yang dimaksudkal dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintalan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Ralg/at Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perw'akilan Rakyat Daeral Kabupaten Sragen.

5. Perangkat Daerah adalal unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daeral dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam
jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatar wisata yang

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin
yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan
negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Pengusala.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman
kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungal Wisatawan.

11. Daerah Tfrjuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan
Destinasi Pariw'isata adalah kaw'asan geogralis yang berada
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Par-iwisata,
aksesibilitas aerta masyarakat yang saling terkait darl



melengkapi tenlajudnya Kepariwisataar.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan baralg

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.

13. Pengusaha Pari\4jsata yang setanjutnya disebut Pengusaha
adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan
kegiatan Usaha Pariwisata.

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau
jasa bag pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam
penyelenggaraan pa.riwisata.

15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki
fungsi utama Pa.riwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, pemberdayaar sumber daya alam, daya
dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanar.

16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampila-n,
dan perilaku yang harus dimitiki, dihayati, dan dikuasai oteh
peke{a Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas
kerja.

17. Sertifrkasi adalah proses pemberian sertifrkat kepada usaha
dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu
produk Pa.riwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

18. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik
wisata alam, daya tarik wisata budaya, dar/atau daya tarik
wisata buatan atau binaan manusia.

19. Usaha Kawaaan Pari$.isata ada-lah usaha yang kegiatannya
membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas
tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata

20. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan
angkutan untuk kebutuhan dar kegiatan Pariwisata bukan
angkutan transportasi regular atau umum.

21. Usaha Jasa Pedalalan Wisata adalah penyelenggaraal biro
pedalanar wisata dan agen pelalanan wisata,

22. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa
perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan
penyelenggaraan Pariq.isata, termasuk penyelenggaraan
pe{alaran ibadah.

23. Usaha Agen Pedalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan
sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi
serta pengurusan dokumen perjalanan.

24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha pen,-ediaan
makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatar dan
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan
darl/ atau penyajiannya.

25. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan
minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1

(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
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26. Usaha Rumah Makan adalah usaha penvediaan makanan dan
minumal dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses penyimpanan dan penyajial, di dalam I (satu) tempat
tetap yang tidak berpindah-pindah.

27. Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman
ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di
da.lam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

28. Usaha Pusat Penjualarr Makanan adalah usaha penyediaan
tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi
dengan meja dan kursi.

29. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses pembuatan, penyimpalan dan penyajian, untuk
disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

30. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Usaha pen]€diaan
pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi
dengan pelayanan Par-iwisata lainnya.

31. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian
berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan dan /atau fasiliras lainnya.

32. Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di
alam terbuka dengan menggunakan tenda.

33. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk
kendaraar yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka
dapat dilengkapi kendaraannya.

34. Usaha Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan
bangunan tungga.l yang dapat dilengkapi dengan fasilitas,
kegiatan hiburan serta fasilitas lain.

35. Usaha Pondok Wisata/Home Stay adalah penyediaan
akomodasi berupa bangunal rumah tinggal yang dihuni oleh
pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan
dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawal untuk
berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

36. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah
usaha penyelenggaraar kegiatan berupa Usaha seni
pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan
dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi
tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.

37. Usaia Celanggang Olah Raga yang selanjutn],a disingkat cOR
adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

38. Usaha Gelanggang Seni adalah penyediaan tempat dan fasilitas
untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni
dan/atau pertunjukan seni.

39. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan
tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan
ketangkasan .

40. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas pemdatan dengan tenaga pemijat !'ang terlatih.
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41. Usaha Taman Rekreasi adalah usalra yang menyediakan tempat
dan fasiltas untuk berekreasi dengan bermacarn-macam
atraksi.

42. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas untuk memutar fikn.

43. Us$a Diskotik adalah usaha hiburan malam yang
menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai
dengan diiringi rekaman tagu dan/atau musik serta cahaya
lampu.

44. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malarn yang
menyediakan tempat dan fasilitas bersantai danlatau melantai
dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta
menyediakan pemandu dansa.

45. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan
tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik
hidup.

46. Usaha Karaoke adalah usaha yarg menyediakan tempat dan
fasilitas menyanyi dengan atau tanpa Pemandu Lagu.

47. Usaha Jasa Inlpresariat/Promotor adalah usa-ha pengurusan
penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan,
mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau
olalragawan Indonesia dan asing, serta mel,a,kukan
pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawar yang
b€rsangkutan .

48. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungei lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaal.

49. Pemandu Iagu adalah seseorang yang melayani dan/atau
mendampingi pengunjung karaoke untuk menyajikan, memilih
laSu dan mendampingi menyanyi-

50.Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjala,rarr Insentif,
Konferensi, darl Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu
pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi
karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya,
serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan
informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala
nasional, regional, dan intemasional yang berkaitan dengan
Kepariwisataan.

51. Usaha jasa informasi Pariwisata, antara lain Usaha penyediaan
data, berfta, feature, advetorial, foto, video dan hasil penelitian
mengenai Kepariwisataaan yang disebarluaskar dalam bentuk
bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.

52. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan
saraJl dal rekomendasi mengenai studi kelayakan,
perencanaar, pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di
bidang Kepariwisataan.

53. Usaha Jasa Pramuwisata ada1ah usaha penyediaan dan/atau
pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan
Wisata.
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54. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan
olalraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta
jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut,
parta.i, sungai, danau, dan waduk.

55. Usaha Solus Per Aq& ya\g seLanjutnya disebut SPA adalah
usala perawatan yang memberikan layanan dengan metode
kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah,
layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik
dengan tujuan menyeimbangan jiwa dan raga dengan tetap
memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia-

56. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yarrg memenuhi kriteria
Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

57. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukal merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik largsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yarg memenuhi }<riteria Usaha
Kecil sesuai ketentual peraturan perundang-undalgan.

58. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang
berisi hal-hal yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat
TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Usaha
Pdiwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di
dalam Daitar Usaha Pariwisata.

60. Waktu Indonesia Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah
wilayah waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1987, meliputi Sumatera, Jawa,
Madura, Kalimantan Barat dan kalimantan Tengah.

61. Hari adalah hari kefa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas
a. manfaat:
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatit
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.
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Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b. meningkatkan kesej ahteraan masyarakat;
c. membuka lapangan kerja;
d. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
e. melestarikan dan mengembangkan budaya;
f. mengangkat cira Daerah;
g. memupuk rasa cinta tanah air;
h. memperkuat kearifan lokal; dan
i. mempererat persahabatan antar daerah dan anta-r bangsa.

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agarna, noEna susila dan nilai budaya

sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan
antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara
manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia
dan lingkungan;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya,
kearifan lokal dan asas kepentingan umum;

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan,
kesetaraan, proporsional dan profesional;

d. memelihara kelestarial alam dal lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyaialGt setempat dan meningkatkan daya

saing daerah;
f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat

dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam
kerangka otonomi daerai, serta keter-paduan antar pemangku
kepentingan;

g. mematuhi kode etik Kepa-riwisataan dunia dan kesepakatan
internasional dalam bidang Pariwisata; dan

h. memperkukuh keutuhal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
PRINSIP PEI'{YELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang:
a. menyusun dan menetapkan rencala induk pembangunarr

Kepariwisataan Daerah;
b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
d. melaksanakan penda-ftarar, pencatata!, dan pendataan

pendaftaran usaha pa.riwisata;
e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan

di Daerah;
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f. memlasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata
dar produk pariwisata yang berada di Daerah;

g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan

dalam lingkup Daerah;
i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada

di Daerah;
j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

(2) Rencana induk pembangunan Kepari{.isataan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (l) huruf a meliputi pembangunan sbuktur industd
Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata,
pengembangan kemitraan Usaha Pari\.lisata, peningkatan
lcedibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggungjawab terhadap
lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Pemban gunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

(1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) hurul b meliputi pemberdayaan
masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan
prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan
fasilitas Pariwisata seca-ra terpadu dan berkesinambungan.

(2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka
p€mberdayaan masyaral<at sebagaimana dimaksud pada ayat

9

Pasal 6

(1) Pembangunan Kepariivisataan Daerah meliputi:
a. Industri Pariwisata;
b. Destinasi Pari\Mi sata:
c. Pemasaran; darr
d. Kelembagaan Kepariwisataan.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencaia Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(l), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai
pendukung penyedia produk lokal Kepariwisataan.

(3) Pembalgunan Destinasi Parirvisata dalam rangka
pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimal{sud pada
ayat (l), dilakukal melalui penganekaragaman atraksi seni dan
budaya Daerah.

(4) Pembargunan Destinasi Pariwisata dalam rangka
pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan melatui
optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang
mencerminkan ciri khas Daerai.

Bagian Keempat
Pembargunan Pemasa.ran

Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c meliputi pemasa.ran Pa-riwisata bersama, terpadu
dan berkesinambungan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingar serta
penyelenggaraan pemasaran yang bertanggungjawab dalam
pembangunan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang
berdaya saing.

Bagian Kelima
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi
Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan
sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di
bidang Kepari\a,isataan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 1 1

(1) Kawasan Strategis Pariwisata merupakan kau'asan wisata
potensial di wilayah Daerah dar merupal<an daerah tujuan
wisata yang meliputi wisata alam, wisata buatar, wisata
budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, 1,visata religi,
wisata kuliner dan wisata produk unggulan.

(2) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan wisata
potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai
unsur pendukung kegiatan yang mempunyai penga-ruh besar
terhadap tata rua-ng sekitamya dan p€ningkatan kesejahteraan
masyarakat sesuai ketentuan dalam peraturan daerah tentang
rencara tata ruang wilayah.
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(3) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kauasan Wisata
Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB !'II
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(l) Usaha Pariwisata berkaitar dengan pengelolaan atau
penyelenggaraan usaha:
a. daya tarik wisata;
b. kawasan Pariu,isata;
c. jasa tran sportasi $'isata;
d. jasa perjalalan wisata;
e. jasa makanan darr minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. kegiatan hiburar dan rekreasi;
h. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. jasa informasi Paiiwisata;
j. jasa konsultan Pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tftai dan
m. SPA.

(2) Usaha Pariwisata seLain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturar Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 13

(1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatarnya
mengelola:
a. wisata alam;
b. wisata budaya;
c. wana wisata;
d. wisata tirta;
e. wisata religi;
f. wisata kuliner; dan/atau
g. wisata produk unggulan.

(2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi jenis usaha:
a. pengelolaan pemandian;
b. pengelolaan gua;
c. pengelolaan peninggalan sejarai dan purbalala;
d. pengelolaan museum;
e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungar adat;
f. pengelolaan objek ziarah;
g. pengelolaan makalan khas;
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h. pengelolaan taman rekreasi;
i. pengelolaan souvenir; dan
j. pengelolaar produk unggulan.

(3) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

{4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Usaha l(awasan Padwisata

Pasal 14

(1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l2 ayat (l ) huruf b meliputi:
a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana

sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata
dan fasiLitas pendukung lainnya; dan

b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan
Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.

(2) Usaha kawasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggaralan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Tran sportasi Wisata

Pasal 15

(1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (t) huruf c diselenggarakan dengan ciri sebagai
berikut:
a. mengangkut Wisatawan atau rombongan;
b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah

tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun

tidak bermotor.
(2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi jenis Usaha:
a. angkutan jalan wisata;
b. angkutan kereta api u,isata; dan
c. angkutan sungai, danau dan waduk wisata.

{3) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) diselenggarakar oleh perseorangan atau badan
usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata
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Pasal 17

Usaha Jasa Pe{alaran Wisata sebagaimara dimaksud da.lam Pasal
12 ayat (i) huruf d meliputi jenis Usaha:
a. Biro Pedalanan Wisata; dan
b. Agen Perjalalan Wisata.

Pasal 18

(1) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a harus memiliki Paket Wisata yang merupakan
rangkaian dari pelalanan Wisata yang tersusun lengkap
disertai harga dan persyaratan tertentu.

(2) Usaha Biro Pe{alanan Wisata sebagaimana s€bagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselengSarakan oleh badal usaha yang
berbadan hukum.

Pasal 19

Usaha Agen Peialanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf b diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha
baik yang berbadan hukum atau tidak berbadal hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

(1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi jenis Usaha:
a. Restoran;
b. Rumah Makan:
c. Kafe;
d. Pusat Penjualan Makanan; dan
e. Jasa Boga.

(2) Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2 I

(1) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 20 ayat (1)
huruf a, huruf c, dajl huruf d dapat menyelenggarakan hiburan
atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri
Irlaupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh
rekomendasi Pertunjukan dari Perangkat Daerah yang
membidangi Kepariwisataan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan
rekomendasi pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 22

Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (l) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan
usaha yang berbadal hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 23

(l) Usaha Penyedia Akomodasi sebagaimana dima-ksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi jenis Usaha:
a. Hotel;
b. Bumi Perkemahan;
c. Persinggahan Karavan;
d. Vila;
e. Pondok Wisata; dan
f. akomodasi lain.

(2) Jenis Usaha Penyedia Akomodasi selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa,l 24

(l) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(l) hurufa meliputi subjenis Usaha:
a. Hotel bintang; dar
b. Hotel non bintang.

(2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Hotel selain fasilitas yang
disediakan oleh Hotel berupa Restoran, sarana olah raga,
tempat bermain anak, SPA dan pusat kebugaran yang menyatu
dengan Hotel, wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.

(3) TDUP terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. Diskotik;
b. Kelab Malam;
c. Pub; dan
d. Karaoke.

(4) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 25

Jenis Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 26

Jenis Usaha Persinggahar Karavan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha
yalg berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
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Pasal 27

Jenis Usaha Vila sebagaimara dimaksud dalam Pasal 23 ayat {1)
huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan
hukum atau tidal< berbadan hukum.

Pasal 28

Jenis Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 29

(1) Jenis Usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat {I) huruf f meliputi:
a. motel;
b. bungatow, guest hol;se d.an sejenisnya; dan
c. rumah kos lebih dari lO (sepuluh) ka.nar;

(2) Jenis Usaha motel, bungalou, guest house dan sejenisnya,
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau
tidak berbadar hukum.

(3) Jenis Usaha rumah kos lebih da,ri l0 (sepuluh) kamar
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c diselenggarakan
oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum
atau tidal< berbadan hukum.

Bagiar Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatar Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1

Umum
pasal 30

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi
jenis Usaha:
a. GOR;
b. getanggang seni;
c. arena permainan;
d. panti pijat;
e. taman relreasi;
f. Bioskop;
g. Diskotik;
h. Kelab Malam;
i. Pub;
j. Karaoke; dan
k. Jasa Impreson@t/ Promotor.
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Paragraf 2

Celangga-ng Olah Raga
Pasal 31

(1) Jenis GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
meliputi sub jenis Usaha:
a. lapangan golf;
b. rumal bilyar;
c. gelanggalg renang;
d. lapangan tenis;
e. gelanggang/lapan gan basket;
I gelanggang/ lapangan futsal;
g. lapangan bulutangkis;
h. gelarggang/ tapangan voli;
i. pusat kebugaran jasmali;
j. gelanggang olah raga terbuka;
k. gelanggang olah raga tertutup; dan
l. gelalggalg bowling.

(2) Jenis GOR selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengar Peraturan Bupati.

{3) Jenis Usaha lapangan golf sebagaimana dima}sud pada ayat (1)

huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan
hukum.

(4) Jenis GOR sebagaimana dimaksud pada ayat {1) selain huruf a,
diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 3
Gelanggang Seni

Pasal 32

(1) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3O huruf b metiputi sub jenis Usaha:
a. sanggar seni;
b. galeri seni; dan
c. gedung pertunjukan seni.

(2) Jenis Usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturar Bupati.

(3) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 4
Arena Permainan

Pasal 33

(1) Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 30 huruf c meliputi sub jenis Usaha:
a. arena permainan; dan
b. wahana permainan anak dan keluarga.
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(2) Jenis Usaha Arena Permainan selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Waktu operasional Usaha Arena Permainan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dimutai pukul O9.OO WIB sampai
dengan pukul 21.0O WIB.

(2) Lokasi jenis Usal:ra Arena Permainan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bela-rak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari
sekolah dan/atau tempat ibadah.

(3) Ketentuar lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
penyelenggaraan Usaha Arena Permainan diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 35

Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam pasal
33 dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 5
Panti Pijat
Pasal 36

(1) Jenis Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud dalam pasat 30
huruf d diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan
Usaha Panti Pijat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Taman Rekreasi

Pasal 37

(1) Jenis Usaha taman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3O
huruf e meliputi subjenis Usaha:
a. taman rekreasi; dan
b. taman bertema.

(2) Jenis Usaha tamar rekreasi selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) diatur dengan peraturan Bupati.

(3) Jenis Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) diselenggara.kan oleh perseoralgan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tida_k berbadan hukum.

Paragraf 7
Bioskop
Pasal 38

(l) Jenis Usaha Bioskop sebagaimana dimaksud datam pasal 30
huruf f disetengga.rakan oleh badan usaha yang berbadan
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Paragraf 8
Diskotik, Kelab Malam dan Pub

Pasa.l 39

(1) Jenis Usaha Diskotik, Kelab Matam atau Pub sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf huruf g, huruf h dan huruf i
diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

(2) Lokasi jenis Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjaral pa.ling sedikit
10O (seratus) meter dari tempat ibadah, sekolal, permukiman,
kantor pemerintahan dan/atau rumah sakit, kecuali untuk
Diskotik, KeLab Malam atau Pub sebagai fasilitas Hotel
berbintang.

(3) Jam operasional Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub
sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) adalah sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukut

l9.OO WIB dan ditutup pada pukul 24.OO WIB; dan
b. hari Sabtu dan ha-ri Minggu dibuka pada pukul 19.00 WIB

dan ditutup pada pukul O2.O0 WIB.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

penyelenggaraan Usaha Diskotik, Ketab Malam atau Pub diatur
dengan Peraturan Bupati-

Paragraf 9
Karaoke
Pasal 40

(l) Setiap penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 hurufj harus memenuhi perlengkapan Usaha
sebagai berikut:
a. bangunan gedung;
b. peralatan Karaoke;
c. sistem tata suara;
d. operator dal/atau teknisi Karaoke;
e, tempat duduk dan meja;
f. petugas keamaran yang terlatih dan bersertifikat; dan
g. alat tran sportasi darat.

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus memenuhi syarat:
a. milik sendiri atau orang lain berdasarkan pe{anjian;
b. memiliki izin mendirikan bangunan yarg masih berlaku dan

sesuai fungsi peruntukarnya.
(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, paling sedikit terdiri dari:
a. ruarg dan/atau aula l(araoke;
b. ruang operator dal/atau telolisi Karaoke;
c. ruang kantor;
d. ruarg tunggu;
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e. toilet pria dan wanita yang terpisah dan berada di luar
ruang/aula Karaoke;

f. ruang/pos keamanan;
g. tempat parkir; dan
h. ruang istirahat karyawan.

(4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, harus dilengkapi dengan:
a. pintu darurat;
b. sistem pengaturan tata uda-ra (oir conditionei;
c. peralatan pemadam api kebakaran;
d. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);

dal
e. pintu utama masuk bangunan gedung ysng berukuran

paling kecil 2 X 2 (dua kali dua) meter dan tembus pandang.
(5) Ruang Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. luas minimal 8,75 m2 (delapan koma tujuh puluh lima

meter persegi) ;
b. dapat digunakan paling banyak 6 (enam) orang;
c. kedap suara;
d. memiliki sistem pengaturan t,ta udara (air conditionet);
e. daun pintu masuk pada setengah bagian atas terbuat dari

kaca tembus pandang dan tidak bertirai; dan
I lampu penerangan ruangan minimal 10 (sepuluh) watt.

(6) Aula Ikraoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. luas minimal 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi);
b. dapat digunalan lebih dari 6 (enam) orang;
c. kedap suara;
d. memiliki sistem pengaturan tata udata (ait conditioner):
e. daun pintu masuk pada setengah bagian atas terbuat dari

kaca tembus pandang dan tidak bertiraii dan
f. lampu penerangan ruangan minimal 10 (sepuluh) watt.

Pasal .+ 1

(l) Penyelenggaraan Usaha Karaoke harus memasang papan nama
Usaha, pada bagian depan bangunan, yang jelas dan mudah
dibaca oleh umum, menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa asing yang baik dan benar, dengan ukuran paling besar
40 cm X 100 cm (empat puluh centimeter kali seratus
centimeter).

(2) Fotokopi TDUP Usaha Karaoke harus dipasang pada papan
nama Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

(1) Lokasi jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf j be{arak paling sedikit 1OO (seratus)
meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, kantor
pemerin tahan dan/atau rumah sakit.
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(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (l) adalah
penyelengga-raan Usaha Karaoke sebagai bagian dari fasilitas
Hotel bintang 3 (tiga) ke atas, Restoran atau Rumah Makan
yang dalam penyelengga,raannya tidak memungut biaya.

(1) Setiap jenis Usaha Karaoke wajib untuk :

a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
c. menggunakan tenaga keda Indonesia;
d. mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

dan
e. mempunyai petugas keamanan.

(2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis
Usaha Karaoke eksekutif dapat menyediakan Pemandu l,agu.

(3) Pemandu tagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. terdaftar dan tercatat sebagai Pemaldu l^agu pada

Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai Pemandu

Lagu dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan
penyalyi;

c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi;
d. berpakaian yang sopan dengan ketentuan baju lengan

panjang tidak ketat dan celana panjang tidak ketat;
e. mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit

Pemerintah; dan
I mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi Pariu.isata.
(4) Pendaftaran sebagai Pemandu l,agu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pengusaha.
(5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf e harus diperbaharui secara berkala setiap 6 {enam
bulan) sekati.

Pasal 44

(l) Penyelenggaraan Usaha IGraoke dilaksanakan berdasarkan
jam kerja.

(2) Jam ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Usaha
Karaoke eksekutif adalah sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul

l5.OO WIB dan ditutup pada pukul 23.00 WIB; dan
b. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang bukan

hari besar keagamaan dibuka pada pukul 14.00 WIB dan
ditutup pada pukul 24.00 WIB.

{3) Jam kega Usaha Karaoke keluarga dibuka pada pukul 08.O0
wlB dan ditutup pada pukul 22.OO WIB.

(a) Usaha Ka-raoke dilarang beroperasi pada bulan Ramp/
hari besar keagamaan lainnya.
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Pasal 45

Jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat
(2) huruf j diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha,
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragral 10
J asa Impresariat / Promotor

Pasal 46

Jenis Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 hurul k diselengga-rakan oleh badan usaha yang
berbadan hukum

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

Konferensi, dan Pameran

Pasal 47

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,
dan Pameran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan
hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pari$'isata

Pasa.l 48

Bagia-n Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 49

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat {1) hurufj diselenggarakan oleh badan usaha yang
berbadan hukum.

Bagian Kedua belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 50

(l) Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
(1) huruf k diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan,
penjelasar dan petunjuk tentang Daya Ta-rik Wisata serta
membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan
sesuai etika profesinya.
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Usaha Jasa lnformasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh badan usaha yang
berbadan hukum.



(2) Penetapan !'ilayah keda dan kompetensi pramuwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

(3) Usaha Jasa Pramur,isata sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

disetenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadal hukum.

Bagian Ketiga belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 51

(1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf i meliputi jenis Usaha wisata sungai, danau dan
waduk.

(2) Jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. wisata memancing;
b. wisata speed boat;
c. wisata selancar;
d. wisata bebek air bermesin; dan
e. wisata dayung;

(3) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

(4) Jenis Usaha Wisata Tirta selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Sotus Per Aquc (SPA)

Pasal 52

(1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m
meliputi jenis Usaha:
a. barber slwp; dan
b. salon kecantikar.

(2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan
oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum
atau tidak berbadan hukum.

BAB VIII
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

(l) Setiap Pengusaha dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata
wajib melakukal pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pendaftaran usaha
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

(3) Perusahaan yang mengajukan pendaftaran usaha pariwisata
dapat secara bersamaan mengajukan permohonan tanda daftar
perusahaan.
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(4) Tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

(5) Pengusaha yarg:
a. tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
b. bukan Usaha hiburan malam dan Karaoke;
c. dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan penda.ftaran

usaha pariwisata.
(6) Pengusala yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat melakukan pendaftaran
usaha pariwisata berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Kedua
Penda-ftaran Usaha Pari\,e'isata

Pasal 54

(l) Tahapan pendaftaran Usaha Pari\\,isata mencakup:
a. permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
b.pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usalra

Pariwisata;
c. pencantuman ke dalam TDUP;
d.penerbitan TDUP; dan
e. pemutakhiran TDUP.

(2) Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggaralan tanpa dipungut biaya.

Pasal 55

(1) Permohonan pendaftaran Usaha Pariv/isata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan secara
tertulis oleh Pengusaha kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perizinan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimalsud pada ayat (2)
disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau
memperlihatkan salinan yarg telah dilegalisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Perangkat Daeralr yang membidangi peitzinan
memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha
Pa.iwisata kepada Pengusaha dengan mencantumkan nama
dokumen yarlg diterima.

(5) Jenis dan macam dokumen yarg dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 56

(l) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi periainan
melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
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pendaftaran Usaha Pariwisata.
(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) ditemukan berkas permohonar pendaftaran Usaha
Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan secara
tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha.

{3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselesaikar paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) Hari
sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima.

(4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan
tidak memberjtahukan kekurangan yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka wa-ktu 2
(dua) Hari sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata
diterima, permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dianggap
lengkap.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 57

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
mencantumkan objek pendaftaran Usaha Pariwisata ke dalam
Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
permohonan penda-ftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau
dianggap lengkap.

(2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen
elektronik.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUP

Pasal 58

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
menerbitkan TDUP paling lama I (satu) Hari setelah
permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau
dianggap lengkap.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai bukti bahq'a
Pengusaha telah dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata.

(3) TDUP berlaku selama Pengusaha menyelenggarakan Usaha
Pariwisata.

Bagian Keenam
Pemutalhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 59

(l) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar
Usaha Pari[,isata secara tertulis kepada Kepala perangkat
Daerah yang membidangi Perizinan, apabila terdapat suatu
perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar
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Usaha Pariwisata, paling lafna 3O (tiga puluh) Hari setelah suatu
perubahan terjadi.

{2) Pengajuan permohonal pemutakhiran Daftar Usaha Pa-riwisata
disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

(3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa fotokopi yang disampail€n dengar
memperlihatkan dokumen aslinya.

Pasal 60

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan
melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
pemutakhinn TDUP.

(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) ditemukar berkas permohonan pemutakhiran
TDUP belum memenuhi kelengkapan, Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Perizinan memberitahukan secara tertulis
kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) Hari
sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima.

(4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan
tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2
(dua) Hari sejak p€rmohonan pemutakhiran TDUP diterima,
maka permohonan pemutal<hiran TDUP dianggap lengkap.

Pasal 61

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan
mencantumkan pemutakhiran ke da.lam Daftar Usaha Pariwisata
paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan pemutakhiran
TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

(2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen
elektronik.

Pasal 62

(l) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan
menerbitl<an pemutakhiran TDUP paling lama I (satu) Ha-ri,
setelah permohonan pemutathiran TDUP dinyatakan atau
dianggap lengkap.

(2) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidalgi Perizinan.
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Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran Usaha
Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB lx
HAK, KEWA.'IBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak
Pasal 64

(l) Setiap orang berhak:
a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
b. melakukan Usaha Pariwisata;
c. menjadi pekeia ParirMisata; dar/atau
d. berperan dalam proses pembangunan Kepariqrisataan.

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di da.lam dan di sekitar
Destinasi Pariw"isata mempunyai hak prioritas:
a. menjadi pekerja;
b. konsinyasi; dan/atau
c. pengelolaan.

Pasai 65

Dalam melaksanakan kegiatan \)irisata di tempat/lokasi Usaha
Pari*isata, Wisatawan berhak memperoleh:
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
c. jaminan perlindungan hukum dan keamanan;
d. petayanan kesehatan;
e. perlindungan hak pribadi; dan
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko

tinggr.

Pasal 66

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut
usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan
kebutuhannya.

Pasal 67

Setiap Pengusaha berhak:
a. mendapatlan kesempatan yang sama dalam berusaia di bidang

Kepariwisataan i

b. membentuk dal menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Tlrgas Pemerintah Daerah pada kegiatan Kepariwisataan adalah:
a- menyediakar informasi Kepariwisataar, perlindungan hukum,

serta keamanan dan keselamatan kepada WisataPan;
b. menciptakar: iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha

Pariwisata yang meliputi terbukarya kesempatan yang sama
dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberilan kepastian
hukum;

c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional
yang menjadi daya tarik Wisata dan aset potensial yang belum
tergali;

d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam
rangka mencegah dar menanggulangi berbagai dampak negatif
bagi masyarakat luas; dan

e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 68

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 69

Setiap orang wajib:
a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata; dan
b. membantu terciptanya suasana alnan, tertib, bersih, berperilaku

santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi
Pariwisata.

Pasal 70

Pasal 71

Setiap Wisatawan lrajib:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya

dan nilai-nitai yang hidup dalam masya-rakat setempat;
b. memelihara kelestarian lingkungan;
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamaran lingkungan; dan
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar

kesusilaan dan kegiatan vang melanggar hukum.

Setiap Pengusaha wajib:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya,
, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab:
c. memberikan pelayanan yang tidal< diskriminatif;
d. memberikan kenyamaran, keramahan, prerlindungan keamanan,

dan keselamatan wisatawan ;
e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha parjwisata

dengan kegiatan yang b€risiko tinggi;
f. mengembalgkan kemitraan dengan Usaha mikro, kecil, dan
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koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan
menguntungkan;

g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat,
produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada
tenaga ke{a lokal.;

h. meningkatkan kompetensi tenaga keia melalui petatihan dan
pendidikan;

i. berperan aktif dalam upala pengembangan prasarana darr
program pemberdayaan masyarakat;

j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan 1'ang melanggar
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan
tempat Usahanya;

k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia mela_lui kegiatan

Usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan/atau
n. menerapkan standar Usaha dan standar kompetensi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
LaJangan
Pasal 72

(1) Setiap orang dila.rang merusak sebagian atau seluruh hsik Daya
Tarik Wisata.

(2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah wama,
mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu,
mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil,
menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata
sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan,
keindahan, dan nilai autendk suatu Dava Tarik Wisata.

Pasal 73

Setiap Pengusaha dilarang:
a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa disertai dengan

pemu takhiian Daftar Usa}la Pariwisata;
b. melakukan perubahan bargunan fisik tempat Usaha tanpa

disertai dengan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata;
c. menjalankan Usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan

sebagaimana tercantum dalam TDUP;
d. mempekefal<an tenaga keda asing, baik tetap maupun

sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mempekeiakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas)
tahun, baik yang tetap maupun sementara;

f. menerima pengunjung yang mengenakar seragam s€kolah pada
tempat Usaha Karaoke, Usaha Arena permainan, dan Usaha
rumatl billiard.;

g. menerima pengunjung anak pada tempat Usaha rumah billiord;
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h. menyalahgunakan tempat Usaha untuk kegiatan yang
melanggar kesusilaan;

i. menyalahgunal<an tempat Usaha untuk kegiatan perjudian,
perbuatan pomoaksi dan pomografi serta peredaran dan
pemal<aian narkotika, psikobopika dan zat adiktif lainnya
{NAPZA); dan/atau

j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh
keluarga yallg telah de\.!,asa atau orang tuanya atau guru
pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan
kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada Usaha
Penyediaan Akomodasi.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasat 74

(l) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badar
Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

(3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan
kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan promosi
Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

(4) Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:
a. unsur penentu kebijakan; dan
b. unsur pelaksana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB xI
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI,

SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA ASINC

Bagian Kesatu
Pelatihar Sumber Daya Manusia

Pasal 75

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya
manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifrkasi

Pasal 76

(1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisataan memiliki stardar
kompetensi.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan melalui sertifi kasi kompetensi.

(3) Sertilikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi
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yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan p€raturan
perundang-undangal.

Pasal 77

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki
standar Usaha.

(2) Sta-ndar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sertifi kasi Usaha.

(3) Sertinkasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenalg sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Keda Asing

Pasal 78

{1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-

(2) Tenaga kela ahli wa.rga negara asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari
organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisataan.

(l) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
pembangunan Pariwisata dan pemberian inlormasi terkait
dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

(2) Peran serta masyara.kat dalam memberikan informasi dapat
dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan
tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) faporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya memuat :

a. identitas pelapor;
b. tanggal pelaporan;
c. waktu dan tempat kejadian; dar
d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau menimbulkan

dampak negatil

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 80

i0

(1) Bupati benvenang melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraal Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.



(2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pariwisata.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan
Usaha Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pariwisata berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi :

a. Per]z,ir,a1]^.-

b. Tenaga Kerja;
c. Perdagangan, Usaha Kecil dan Mil o;
d. Lingkungan Hidup;
e. Tata Ruang;
f. Ketentraman dan Ketertiban Umum;dan
g. Camat.

(4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimakeud pada ayat {1)
antara lain berkaitan dengan :

a. peningkatan sarana dan prasarana;
b. pendaftaran dan pemutakhiran TDUP;
c. teknis penyelenggaraan Usaha;
d. peningkatan kemampuan tenaga keda;
e. pemberian penghargaan bagi pelaku Usaha dan tenaga keda

Pariwisata yanB berprestasi i
I promosi Kepariwisataan; dan
g.sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 81

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.

(2) Kewenangan Bupati da-lam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didelegasikaa kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pariwisata.

(3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha
Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepata
Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim
Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Kearggotaan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-
kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
a. Perizinan;
b. Lingkungan Hidup;
c. Tenaga Kerja;
d. Perdagangan, Usaha Kecil dan Mikro;
e. Kesehatan; dan
f. Penegakan Peraturan Daerah.
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(5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaporkan s€ca.ra tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam)
bulan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 82

(1) Bupati berwenang melakukan pengendalian terhadap
penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.

(2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian terhadap
penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di delegasikan kepada Kepala perangkat Daera} yang
membidangi Pariwisata.

(3) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan
Usaha Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pariwisata berkoordinasi dengan Kepala perangkat Daerah yang
membidangi:
a. Perizinan;
b. Tenaga Kela;
c. Perdagangan, Usaha Kecit dan Milso;
d. Lingkungan Hidup;
e. Tata Ruang;
f. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
g. Camat.

(4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha pariwisata yang
ada di Daerah dilakukan dengan cara :

a. pencegahal;dan
b. penanggulalgan.

(5) Pencegahan kegiatan KepariPisataan yang menimbulkan
dampak negatif dilakukan dengan cara :

a. menaati tata ruang;
b. menaati peraturan perundarg-undangan terkait dengan

bidang Kepariwisataan;
c. melibatkan masyarakat lokal da_lam pengelolaan

Kepariwisataan ;

d. melakukan pemantauan lingkungani
e. mensosialisasikan Kepariwisataan;dan
f. menggunalan cara lain sesuai dengan perkembargan ilmu

pengetahuan dan teknoiogi.
(6) Penanggulangan kegiatan Kepariwisataan yang menimbulkan

dampak negatif dilakukan dengan cara :

a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dar/atau pengusaha
yang menyebabkan dampak negatif kegiatan Kepariwisataal;

b. menghentikan sumber penyebab dampa.k negatif dari
kegiatan Kepariwisataan ;

c. melakukan tindal<an pengurangan risiko yang timbul akibat
kegiatan Kepariwisataan yang berdampal negatif; dan/atau

d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

(1) Setiap Pengusala yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (l)dikenai sanksi berupa teguran
tertulis disertai perintah penghentian kegiatan.

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Penegakan Peraturan Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 84

(1) Setiap orang atau Wisatawan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau Pasa_l 70, dikenai
sarksi berupa teguran lisan disertai dengal pemberitahuan
mengenai hal yang harus dipenuhi.

(2) Apabiia teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak
diindahkannya, maka kepada yang trersangkutan dapat diusir
dari lokasi dimana perbuatan dilakukan.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2) ditakukan oleh Penyelenggara Usaha Pariwisata.

Pasal 85

(1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimal<sud dalam Pasal 24 a:lat (2), dikenai sanksi berupa
teguran tertulis pertama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan
teguran tertulis pertama, Pengusaha tidal< memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 {lima) Hari setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis ketiga.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan
teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi
pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 86

(1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44
ayat (2), Pasal 44 ayat (3) atau Pasal 44 ayat l4l, dikenai sarksi
berupa tegurafl tertulis pertama.

(2) ApabiLa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan
teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusala dikenai sanksi
teguran tertulis kedua.

33



(3) Apabila datam jangka waltu 5 (lima) Hari setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis ketiga.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan
teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi
pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 87

(i) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 atau Pasal 43 ayat (1),
dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan
teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka s,aktu 5 (lima) Hari setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai santsi
teguran tertulis ketiga.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan
teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pengusaha dikenai sanksi
pembatasan kegiatar usaha.

Pasal 88

(l) Setiap Pengusaha vang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam 59 ayat (l) dikenai sanksi berupa teguran
tertuLis pertama.

(2) Apabita dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan
teguran tertulis pertama, Pengusaha tida-k memenuhi ketentuar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka wal<tu 5 (lima) Hari setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis ketiga.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan
teguran tertuLis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pengusaha dikenai sanksi
pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 89

(1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7l atau Pasal 73, dikenai sanksi berupa
teguran tertulis pertama.
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(2) Apabila dalam jangka wa.ktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikar
teguran tertulis pertana, Pengusaha tidak memenuhi ketentuar
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pengusaha dikenai sanksi
teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka wa-ktu 5 (lima) Hari setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai salksi
teguran tertulis ketiga.

{4) Apabila dalam jargka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikal
teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai salksi
pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 90

(l) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (4), Pasal 86 ayat {4), Pasal 87 ayat (4), Pasal
88 ayat (4) atau Pasal 89 ayat (4), diberikan juga kepada
Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha
pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara
terus menerus untukjangka wal<tu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi
pembatasan kegiatan usaha sebagaimara dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi
pencabutar TDUP.

(3) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimal<sud pada ayat (2)

diberikan juga kepada Pengusaha yang :

a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanga:r;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus
menems untuk jangka waktu 1 {satu) tahun atau lebih;atau

c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada proses
pendaftaran usaha pari*'isata dan/atau pemutakhiran TDUP.

(4) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran
tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 85, Pasat 86, Pasa.l 87, dan Pasal 89,
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yarg membidangi
penegakan peraturan daerah dengan tembusan kepada Bupati
dan Kepala Perangkat Daerah yalg membidangi Perizinan.

(5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidargi PerDinan dengan tembusan kepada Bupati dan
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakarr
peraturan Daerah.
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(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik lndonesia,
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan
tindak pidana atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l I adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangar
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan ielas;

b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan,
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
tersebut;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidara;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan barang bukti tersebut;

I meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyumh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaal sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memobet seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orarg untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghenrikan penyidikan,
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
dipertar ggu ngjau.abkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

BAI} XIV
PEIVYIDIKAN

Pasal 9l

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

(1) Setiap Pengusaha yang tidak melaksanakal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp.25.00O.O00,00 (dua puluh lima juta rupiah).
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran .

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 93

(1) Setiap Pemandu Lagu yang tidal melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3), dipidana
dengan pidana kurungar paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp.25.0OO.OOO,OO (dua putuh lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah
pelanggaran.

Pasal 94

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusal
fisik Daya Tarik Wisata sebagimana dimaksud dalam pasal 72,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 10.O00.0O0.00O,O0 (seputuh mitiar
rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum
merusak fisik, atau mengurangi nilai Daya Tarik Wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipidana dengan pidana
penjara pating lama I (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.5.0OO.000.O0O,0O (lima miliar rupiah).

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daeral
yang berkaitan dengan penyelenggaraa! kepariwisataan dinyatakan
masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentantan
dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan Daerah ini, harus
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya Peraturan Daerah ini.
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Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lrmbaran
Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen

EN,

G YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
tanggal J / - /z - zo,P

IS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 9

ul
9-

3/ - tz- - 201l

*

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah

Asislen Pemeriotahan dan kesra

Kepala Bagian Hukum
Setda KabuPaten Sragen

H t,l
rkr

199503 I 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8/2018);
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TENTANG

PEI'IYELENGGARAAN K EPARIWISATAAN

I. UMUM
Kecenderungan perkembargan Kepa-riwisataan dunia dari tahun ke tahun
menunjukkar perkembangan yafig sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain,
oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin balyak
orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu,
Kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena globat, menjadi
kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yarg harus
dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia Usaha Pariwisata, dan
masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak
setiap orang. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi
masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan
pembargunan Kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan,
dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu
yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu,
pembangunan Kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk.
Jumtah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan
Kepariwisataar pada masa sekarang dan ]'ang a-kan datang karena memiliki
funSsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya ma:rusia, juga berfungsi
sebagai sumber potensi rvisatawan. Dengan demikian, pembangunan
Kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan
identitas nasional dan kebersamaan dalam keragamar. Pembangunan
Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan ral$/at dan pembangunan vang
berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan
bersifat memberdayakan masyarakat yang menca.kupi berbagai aspek, seperti
sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,
keterkaitan lintas sektor, keda sama antarnegarar pemberdayaan Usala kecil,
serta tanggungjawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) hurufd dan Pasal 30 huruf d dan huruf
e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan, pemerintah
Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepari$,isataan
dalam rangka mencegah dan menanggulangr berbagai dampak negatif bagi
masyarakat luas, melaksarakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan
pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan
Kepariwisataan di daerah.
Fungsi utama pemberian izin Usaha pariw.isata adalah dimaksudkan untuk
mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengai{asan, serta
pelayanal kepada masya:-al<at, maka materi yang diatur dalam peraturan Daeralr
ini meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku
Usaha, Pemerintah Daerah, pembangunan Kepariwisataan yang komprehensif
dan berkelanjutan, pemberdayaan Usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam
dan di sekitar destinasi Pariwisata, badan promosi pariwisata, standardisasi
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Usaha, dan kompetensi pekerja Pariwisata, serta pemberdayaan pekerja
Pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Humf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukupjelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengal 'lingkungan hidup" adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dal
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup yang tainnya
Huruf e Y
ang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat yang bertempat
tinggdal dalam vrilayah Destinasi parilr.isata dan dipdoritaskan untuk
mendapatkan manfaat penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatzn
intemasional' adatah kode etik dan kesepalatan intemasional dalam
penyelenggaraan Kepariwisataan yang tetah diratilikasi.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukupjelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jetas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal I I
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
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Pasal I 3

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "angkutan jalan wisata" adalah penyediaan angkutan
jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi
regular/umum sesuai ketentuar peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "angkutan kereta api wisata" adalah penyediaan
argkutan kereta api untuk Kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan
transportasi regular/umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang dima-ksud dengan "angkutan sungai, danau dan waduk wisata" adalah
penyediaan angkutan sungai, danau dan waduk untuk kebutuhan dan kegiatan
Pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)

Cukupjelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 2 i
Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (l )

Cukupjelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.
Ayat (3)

Huruf a
Yang dima-ksud dengaa .Diskotik,, adalah suatu Usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio yang
disertai atraksi pertunjukar cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapai
menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.

4l



Huruf b Yang dimaksud dengan "Kelab Malarrl" adalah suatu Usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup (Iiue
mu-sr1r), pertunjukkan lampu dal menyediakan jasa pelayanan makanan dan
minuman.
Huruf c Yang dimaksud dengan 'Pub" adalah tempat hiburan khusus untuk
mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu mala:n
(sampai larut malam).
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukupjelas.
Pa l27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukupjelas.
Pasa[ 29
Cukupjelas.
Pasal 3O
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukupjelas.
Pasal 34
Cukupjelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukupjelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas-
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jetas.
Pasal 44
Cukupjelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukupjelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasat 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukupjelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukupjelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukupjelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukupjelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
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Pasal T2
Cukupjelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukupjelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukupjelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 8l
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukupjelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukupjelas.
Pasal 91
Cukupjelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukupjelas.
Pasal 95
Cukupjelas.
Pasal 96
Cukup jelas
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